BAB 5
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan tax review yang telah dilakukan dalam upaya melakukan
penelaahan terhadap kewajiban PPh dan PPN pada CV. SMT maka dapat ditarik
kesimpulan sebagai berikut :

1. CV.SMT telah melaksanakan kewajiban menghitung, menyetor dan melaporkan
PPh. Namun, masih ada pihak ketiga yang melakukan pemotongan PPh Pasal 4 ayat
(2) dan PPh Pasal 23 atas pelaksanaan jasa konstruksi dan jasa teknik kepada
perusahaan dengan tidak benar. Terkait pemenuhan kewajiban perusahaan,
perusahaan melakukan keterlambatan dalam melaporkan SPT Tahunan PPh Badan
dan perusahaan tidak melakukan kewajiban PPh Pasal 4 ayat (2) atas penghasilan
yang diberikan kepada subkontraktor. Di samping itu, terdapat juga kesalahan
maupun pelanggaran lainnya yang perusahaan lakukan seperti perusahaan
melakukan perhitungan dan penyetoran kembali PPh Pasal 4 ayat (2) atau PP No.
46 Tahun 2013 atas penghasilan yang diperoleh sehingga menyebabkan adanya
double tax, perusahaan tidak menggunakan tarif PPh Pasal 21 dengan benar
terhadap pemotongan yang dilakukan kepada konsultan pajak sehingga
menyebabkan kelebihan penyetoran PPh Pasal 21, terdapat beberapa keterlambatan
penyetoran PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh perusahaan sehingga menyebabkan
perusahaan dikenakan sanksi serta perusahaan mengisi SPT Masa PPh Pasal 21 dan
SPT Tahunan PPh Badan dengan tidak benar.

2. CV.SMT telah melaksanakan kewajiban PPN terkait menghitung, menyetor dan
melaporkan PPN. Namun, terdapat kelebihan pembayaran PPN Keluaran yang
disetorkan perusahaan kepada kas negara karena adanya nilai penyerahan BKP/JKP
yang sudah dibatalkan tetap dilaporkan ke dalam SPT Masa PPN. Perusahaan tidak
pernah melakukan pembetulan atas kesalahan perhitungan, penyetoran dan
pelaporan PPN. Selain itu, terkait penyetoran dan pelaporan PPN yang dilakukan
oleh perusahaan, perusahaan telah melakukan kewajibannya dengan benar.
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3. Terkait seluruh kewajiban perpajakannya, perusahaan termasuk dalam kategori

Wajib Pajak tidak patuh. Alasan perusahaan digolongkan sebagai Wajib Pajak yang
tidak patuh karena dalam memenuhi kewajibannya, perusahaan tidak melaksanakan
sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku seperti perusahaan melakukan
keterlambatan dalam melaporkan SPT Tahunan PPh Badan, perusahaan
mempunyai tunggakan pajak terkait penghasilan yang diberikan kepada
subkontraktor dimana perusahaan seharusnya melakukan kewajiban penyetoran
PPh Pasal 4 ayat (2) tetapi perusahaan tidak melakukan kewajiban tersebut dan
laporan keuangan yang dibuat perusahaan tidak pernah diaudit oleh akuntan publik.
Meskipun demikian, dalam memenuhi kriteria Wajib Pajak patuh lainnya,
perusahaan telah melaksanakan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku
yakni perusahaan tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang

perpajakan.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diperoleh dari penerapan tax review

atas kewajiban PPh dan PPN pada CV.SMT, terdapat beberapa saran yang diberikan

dan mungkin dapat memberikan manfaat bagi perusahaan agar perusahaan dapat

melakukan kewajibannya dengan lebih baik. Adapun saran-saran yang diberikan

adalah sebagai berikut :

1.

Perusahaan seharusnya melakukan perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPh
Pasal 4 ayat (2) atas penghasilan yang diberikan kepada subkontraktor agar
subkontraktor dapat mengakui nilai pemotongan PPh dan perusahaan terhindar dari
tindak pemeriksaan yang mungkin saja dapat dilakukan oleh aparat pajak di
kemudian hari.

Untuk menghindari adanya double tax atas penghasilan yang perusahaan peroleh,
perusahaan tidak perlu melakukan perhitungan dan penyetoran kembali PP No. 46
Tahun 2013 karena perusahaan sudah dipotong PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 22
dan PPh Pasal 23 oleh pihak lain. Apabila perusahaan ingin menggunakan PP 46
Tahun 2013, perusahaan dapat mengajukan permohonan Surat Keterangan Bebas
pemotongan dan/atau pemungutan PPh Pasal 22 kepada BUMN sebagai pihak
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pemungut sehingga CV.SMT tidak akan dikenakan PPh Pasal 22 melainkan PPh
final sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Tetapi apabila perusahaan
sudah terlanjur dipungut PPh Pasal 22 oleh BUMN dan belum mengajukan
permohonan seperti di atas perusahaan dapat melakukan pemindahbukuan ke PPh
Pasal 4 ayat (2). Untuk perlakuan perpajakan di kemudian hari, apabila perusahaan
memilih untuk menggunakan tarif bagi Wajib Pajak dengan peredaran bruto
tertentu maka tarif PPh Pasal 4 ayat (2) yang sebaiknya dikenakan ialah menurut
PP No. 23 Tahun 2018 dengan tarif 0,5%.

. Untuk menghindari kesalahan perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 21 serta
kesalahan pelaporan SPT Tahunan PPh Badan, perusahaan seharusnya lebih
memerhatikan peraturan perpajakan yang berlaku terkait perhitungan PPh Pasal 21
serta tata cara untuk melaporkan SPT Masa PPh Pasal 21 dan SPT Tahunan PPh
Badan dengan benar atau perusahaan juga dapat melakukan pembetulan terkait SPT
Masa PPh Pasal 21 dan SPT Tahunan PPh Badan yang disampaikan.

. Untuk menghindari keterlambatan penyetoran PPh Pasal 21 dan pelaporan SPT
Tahunan PPh Badan, perusahaan dapat membuat reminder atau notes yang dapat
mengingatkan tentang batas waktu penyetoran PPh Pasal 21 maupun pelaporan SPT
Tahunan PPh Badan.

. Untuk menghindari adanya penghasilan atas jasa teknik yang dipotong PPh tidak
sesuai dengan aturan pajak, perusahaan sebagai pengusaha konstruksi dapat
memberikan informasi kepada pihak ketiga sebelum dilakukan pemotongan bahwa
objek pelaksanaan jasa teknik yang perusahaan lakukan merupakan objek PPh final
sesuai aturan perpajakan sehingga CV.SMT tidak akan dikenakan PPh Pasal 23
melainkan akan dikenakan PPh Pasal 4 ayat (2).

. Perusahaan dapat melakukan pembetulan terkait SPT Masa PPN yang disampaikan
agar perusahaan juga dapat melakukan restitusi atau kompensasi atas kesalahan
pengakuan penyerahan yang dilakukan dalam SPT Masa PPN bulan Februari dan
September 2016.

. Untuk menghindari terjadinya kesalahan di kemudian hari, perusahaan dapat

melakukan evaluasi terhadap kewajiban PPh dan PPN.
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